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MEMUTUSHAI{

lllenetapkan : PERATURAN BUPATI KATII{GAN TENTAI{G PEMBEI{TUIilU{
ORGANIAASI DAN TATA KTR.'A U}IIT PELAHSANA TEI(NIB
DINAA PEI{GELOLAAN KEUANGAN DAJS KEKAYAAN DAERAH
KABUPATET{ KATIHGAI{ TA}IUDI 2OOB Lr'

BA"B I
KETEI{TUAIII UMI,'BI

Fasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan ;

1 Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adala-L Kesatuan Masyarakat
Hulm:n di Daeratr Kabupaten Katingan yall-g rrrerlprrrryai batas daerah tertentu
berwenang mengatur darr mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatarr
Negara Kesatuan Republik Indonesia; L//

Z. Pemerintah Daerah. adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; \rr'

3. Dewan Perwakilan Rallyat Daeratr adatah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Katingan- L..'

4. Bupati adalah Bupati Katinga:r: ,-

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingani /---

6. Dinas Pengelolaan Keuangan da-n Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengetrol;aan
Keuangan dan Kekaya.am Daeratr Kabupaten Katingant C---

T. Kepala Dinas ad.alah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Katingan; U//

8. Unit Pelaksana Teknis adatah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Kekayaan Daerah l{abupaten Katinganl c..-

g. Kepala Unit adalah Kepala Unit PelaksanaTeknis Dinas Pengelolaan Keuangan
da:r Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan; L-.-

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yalag

melaksanakan tugas khusus sesuai dengan keah.lian dan kebutuhan; t-.'

11. Ketua Kelompok adalah Pimpinan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daera-h Kabupaterr Katingan; u/

L2, Tempat Pelayanan Pendapatan Daerah adalah Tempat atau Kantor dimana
Wajit pajak/Wajib Retribusi/Wajib Bayar lainnya nemperoleh pelayanan
peiyelesaian administrasi Pend,apatan Daerah; g../

13. Petugas acLalah petugas atau aparat yang ditunjuk pada tiap - tiap tempat
petayanan untuk memberikan pelaya-nan Pemungutan Pendapatan; L---

L4. Pendapatan Daera-h adalah pungutan pungutan Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan yang diteta.pkan berdasarkan peruldang - r:ndangan yang
berlaku, l,/
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BAB II
PEMBET{TUKAN, KEDUDUKAN, ORGAI{IBASI' /

KEWENAI{GAN DAII BIDAI{G TUGAS L/

B,rglan Pertarma
Pembentukan

Pasal 2
Dengan perahrran ini clibentuk orgarrisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola

Keutgan dan Kekayaan Daerah Kabupaten I{atingan' ,'"

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, S'ungsi Kewenangan L---

Pasal 3
(1) UCIit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaa.n Keualgan darl Kekayaan Daerah

adalah Unit pelaksana Teknis Dinas Pengelolaa:r I{euarr-gan dan Kekayaa:r

Daerah Kabugaten Katingan berkedtr.d.ukan rli Kecan-ratan di Wilayah Kabupaten

Katingan. U/

t2) ulrit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keunngan dan Kekayaan Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala yrog berada dibawah Kepala Dinas da:r

bertanggung jawab kepada Bupati **mloi Kepala Dinas. u/-'

Pasal 4
unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan darl Kekayaan Daerah

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan teknis

administrasi operasioual pemungutan Pen-dapatan Daerah' .r'
Pasal 5

Untlk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis

Dinas Pengelolaan K"*rrrgr:r dan I{ekayaan Daerah mempunyai fungsi : 4-'-

a, pelaksanapn fungsi operasional sesuai arah- kebijakan yang ditetapkafl Bupati
da:e atau Kepela Dinls berd"asarkan peratural perundang - undarrgan yang

berlaku. L-"
b. Pelaksanaan - pendataal d"an pendaftaram objek dan subjek pend'apatafl

daerah -"
c. Pel.aksanaan perhitungan, penetapan dan penagihan objek pendapatan

d.aerah terhutang t'/"
d. Pelaksanaan pembukuan dar) pelapl>ra-u hasil pendapatan daerah yang

dilaksanakanurritpelayananan u''
e. Pengelolaal urllsan keta-tausahaan' 'tt---

Pasal 6
Unhrk melaksanakal fungsi pada Pasal5 Unit PelaksanaTeknis Dinas Pengelolaan

Keuanga-n dan Kekay.an D.,"rah naernpunyai kewenangan sebagai berikut : Lz-'

a, pendataan dan pendaftaran objek dal subjek pendapatan daerah /--/'
b. penyelenggaraan pemungutan dan pernasukan pendapatan daerah 4'-/.

c. pelaksanaan kegiatan dan keserasian ya:rg berhubungan denga:r peningkatan
pendapatan d,aerah ,//
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Bqelsn Ketiga
Organlsasi dan Bldnng ftrgas r-rt-

Pasal 7

Organisasi Unit Pelsksana Teknis Dinas Pengelolaal Keuangan dan Kekayaan
Daerah terdiri dari : 1,,'

a.

b,
c.

Kepala; w/-
Tata Usaha; ir1

Urusan Pendataan dan Pendaftaran;
Unrsan Penetapan', \-.-
Urusan Penagihani t--
Urusan Pembukuan dan Pelaporan.

/--/

BAB III
TATA KER.IA L-.'

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib
rc.enerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi ctr"an s'irnplikasi baik dalarn
lingkungan unit kerjanya maupurr dengan satua:r orgarlisasi lain yang terkait
dengan bidang tugasnya, 

-/
Pasal 9

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah bertugas rnemirnpin perryelenggar€ran _semua kegiatan tekrris da:n
administrasi ditingkungan bidalg tugasnya, g'

(2i Untuk kelancara:e pelaksanaa-n tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pengelolaa:e Kerlangan dan Kekayaan f)as1ah di Keca;natan diadakan tempat
pelayanan pendapatal daerah yang dilengkapi clengan sarana, prasarana,
fasilitas dnn perangkat petugas pelayanan yang diberikan. L/--

BAB IV
PEIT,IBIAYAAI{

Fasal 1O
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaa:r tugas dan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaa-n Keuangan dan Kekayaal Daerah d.ibebalkan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Cq. DPA -
SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerale Kabupaten Katingan, U----

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11
(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daeral. dia:rgkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Seknetaris Daerah. U
(2) Pejabat lain:rya dilingkungan Unit Pelaksena Teknis Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Kekayaan Daerab. diangkat dan diberh,entikan oleh pejabat yang
berwenang sesuai aturan yang berlaku" -r/

d,

e,

f.
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Lampx anl Peraturan Bupati Katingan
Nomor : Tahun 2008

Tanggal : 10 Mei 200E

-r'
L-r''

(/'

WILAYAH KERJA KEDI]DI'KANNO NAMAJ UNIT

1 2 3 4

1

')

3

Unit Petaksana Teknis Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Katingan di Katingan
Kuala ,/'
Unit Pelaksana Teknis Diflas
Pengclolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Katingan di Katingan

Tengah y'

Uflit Pelaksana Teknis Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Katingan di Katingan

Ililir. v'

1. Kecamatan Katingan
Kuala L-'/

2. KecamatanMendawai L-"

1. Kecamatan Katingan
Tongah. l,/

2. Kecamatan Sanatnan

Idatikei V

t. Desa Hampatrit/ Kereng
Pangi. t "

2. Desa Telangkah C
3. Lokalisasi Km, 19 t-/'- /

Pegatan L-,'

Tumbang Samba

Desa [{ampalit/
Kereng Pangl.

(-/

t

BUPATI KATIITGAI{

DUWEL RAWIISG c.---'
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Kasongnn
il/.ei 2AO8 ;
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KATINGAN, L./

4r--
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Pem,bina Uta-rrra Muda L'/

NIP. 530 003 151

Berita Daerali Kabupaten Katingan Tahun 2OOB Nomorl]
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